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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait tindak pidana
pencurian ikan atau illegal fishingdi ZEEI.Pelaku illegal fishing di ZEEI tidak boleh dijatuhi
pidana penjara selama belum ada perjanjian antara PemerintahIndonesia dengan Pemerintah
negara bersangkutan karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982.
Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg Hakim tidak mempertimbangan Pasal
73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)
huruf f KUHAPdan Hakim juga tidak menjatuhi pidana penjara kepada Terdakwa. Rumusan
masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg sudah
memuat dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP? (2).
Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg telah sesuai
dengan tujuan pemidanaan integratif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa: (1). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sesuai dengan Pasal 197 ayat
(1) huruf f KUHAP karena tidak mendasarkan pertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS
tahun 1982 padahal UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang
Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. (2).Putusan Nomor 7/Pid.Sus-
PRK/2019/PN. Tpgtidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.Terpidana dalam
putusan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan pengganti
denda.Kondisi ini membuat terpidana tidak membayar denda dengan alasan memiliki
tanggungan keluarga.Sehingga berakibat pidana tidak dapat bersifat operasional dan
fungsional sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Illegal Fishing, Tujuan Pemidanaan
IntegratifAbstract
ABSTRACT
This research was conducted to answer several problems related to illegal fishing in the ZEEI.
Illegal fishing perpetrators in ZEEI may not be sentenced to imprisonment as long as there is no
agreement between the Government of Indonesia and the Government of the country concerned
because it is against Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982. In Decision Number 7 / Pid.Sus-
PRK / 2019 / PN. Tpg The judge did not consider Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982 as
referred to in Article 197 paragraph (1) letter f of the.Criminal Procedure Code.and the Judge
also did not sentence the Defendant to imprisonment. The formulation of the problems in this
research: 1. What is Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg already contains the
basis for the judge's consideration in accordance with.Article 197 paragraph (1) letter.f of the
CriminalProcedure Code? (2). What is the Judge's decision in Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK /
2019 / PN. Tpg is in accordance.with the objectives of integrative punishment? The method used.in
this research is normative juridical with secondary data. Based on the research.results, it can be
concluded that: (1). Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN..Tpg is not in accordance with
Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal.Procedure Code.because it does not base the
considerations of Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982 even though UNCLOS 1982 has been
ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985 concerning UNCLOS Ratification. (2).
Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg is not in line with the goals of integrative
punishment. The convictin this decision cannot be sentenced to imprisonment and imprisonment in
lieu of fines. This condition makes the convict does not pay a fine on the grounds that he has a
family dependency. So that the criminal consequences cannot be.operational and functional in
accordance.with the objectives of integrative punishment.





Negara kepulauan terbesar di
dunia, yang terletak di antara
dua samudra, yaitu Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik
serta terletak diantara dua
benua, Benua Asia dan
Australia menyebabkan
Indonesia berada di posisi
silang yang sangat strategis.
Strategis dalam hal ini merujuk
pada pentingnya perairan
Indonesia bagi rute pelayaran
internasional yang
menghubungkan dunia bagian




kepulauan yang dua per tiga
wilayahnya adalah perairan laut
yang terdiri dari laut pesisir,
laut lepas, teluk, dan selat,
memiliki panjang pantai 95.181
km, dengan luas perairan 5,8
juta km2. Luas perairan 5,8 juta
km2 tersebut terdiri dari
3 Dhiana Puspitawati, Hukum Laut
Internasional, Cetakan I, Jakarta: Kencana,
2017, hlm.8.
Perairan laut teritorial 0,3
jutakm2, perairan Nusantara
2,8 juta km2, perairan Zona
Ekonomi
Eksklusif.lndonesia (ZEEI)




Nomor 45 tahun 2009
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor














Pasal 93 ayat (2) Undang-










tentang Perikanan, UU No. 45 tahun





ikan di ZEEI yang tidak
memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam)






Panjaitan yang bekerja sebagai
Nahkoda KM. PKFB 1524
kapal asing milik Malaysia
terbukti secara sah melakukan
tindak pidana pencurian ikan.
Hal ini bermula ketika pada hari
Selasa tanggal 10 September
2019 sekira pukul 11.30 WIB
saksi Surono dan Subhan
Hafandy (PNS Kementerian
Kelautan dan Perikanan)
dengan menggunakan KP. HIU
04 sedang melaksanakan
operasi di Perairan Selat
Malaka dan mendeteksi adanya
sebuah kapal pada posisi 03º
13.081’ LU - 100º 33.073’ BT.
Selanjutnya KP.HIU 04
melakukan pengejaran pukul
11.38 WIB pada posisi 03º
13.173’ LU - 100º 31.945’ BT
dan KP. HIU 04 berhasil




posisi 03º 14.864’ LU -





















berlaku yang ada hanyalah
dokumen kapal berupa
Lesen Vessel dari Malaysia.
Pada saat
pemeriksaan ditemukan
alat navigasi 1 (satu) unit








komunikasi adalah 1 (satu) unit
Radio Superstar, 1 (satu) unit
Radio Motorola XIR M 8269
dan dokumen kapal dari
Pemerintah Malaysia. Saat
melakukan pemeriksaan muatan
kapal oleh saksi Surono dan
saksi Subhan Hafandy beserta
awak kapal KP. HIU 04
menemukan barang bukti
berupa ± 600 (enam ratus)
kilogram ikan campuran,
kemudian selanjutnya terdakwa,
beserta awak kapal dibawa
menuju ke Dermaga Pangkalan





pidana denda sebesar Rp
50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) karena terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“Dengan dengaja memiliki
menguasai, membawa dan /
atau menggunakan alat
Penangkap ikan dan atau alat









dan diancam pidana dalam
Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1)
Undang- Undang Republik




31 tahun 2004 tentang
Perikanan.7























tidak sanggup atau tidak
bersedia membayar hukuman
denda, hal ini sejalan dengan
Pasal 73 ayat (3) UNCLOS
tahun 1982 yang telah
diratifikasi kedalam Undang-
Undang Nomor 17 tahun 1985
tentang pengesahan UNCLOS




di ZEEI tidak boleh mencakup








terdakwa yang bernama Dang
Bao Quoc adalah seorang
Warga Negara Vietnam yang
bekerja sebagai Nahkoda KM.
KG93690 TS dijatuhi pidana
denda sebesar Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah) karena




illegal fishing. Hal ini
bermula pada hari Selasa
tanggal 16 April 2019
sekira pukul 10.00 WIB
terdakwa Dang Bao Quoc
yang merupakan Nahkoda









Kepala Kamar Mesin KKM






atau alat tangkap ikan
pukat hela dasar dua kapal
(pair trawls) dengan cara
terdakwa Dang Boa Quoc
mengoperasikan kapal KM.







radio kapal mereka perihal
kapan alat tangkap jaring trawl
itu diturunkan dan dioperasikan,
selanjutnya alat tangkap
tersebut diturunkan dan mulai
di operasikan dengan perintah
saksi Nguyen Thanh Thung
selaku Nahkoda kapal utama.
Peran saksi Dang Hong Tan
adalah bertugas memastikan
mesin kapal dalam kondisi
menyala dan mengatur posisi
tali terikat secara baik dan
gerak winch kapal saat
penurunan dan penarikan jaring
trawl. Penurunan jaring trawl
tersebut dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) hari.
Untuk diketahui bahwa tanpa
salah satu kapal pengoperasian
Kapal KM. KG 93690 TS dan
KM. KG 93689 TS tersebut alat
penangkap berupa jaring trawl
tidak dapat dioperasikan dan
tanpa salah satu peran Nahkoda
atau KKM kapal juga tidak
dapat dijalankan.9







di Perairan Laut Natuna
mendeteksi keberadaan
KM. KG 93690 TS pada
posisi 05º 29.303’ LU-
105º 40. 279’ BT,






jaring trawl di atas kapal




yang ditemukan berupa 1
(satu) unit Kapal Motor
KM. KG93690 TS, 1
(satu) unit GPS Samyung
N430, 1 (satu) unit Radio
Sea Eagle 6900, 1 (satu)
unit Radio Any Tone AT-
708, 1 (satu) unit Kompas
Express dirampas untuk
negara, 1 (satu) buah
Dokumen, 1 (satu) buah
Jaring Trawl dirampas







lainnya dan seluruh barang






tersebut, terdakwa Dang Bao
Quoc dijatuhi pidana denda
sebesar Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah) karena
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana










diancam pidana dalam Pasal 93
ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 45 tahun 2009
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 tahun 2004
tentang Perikanan Jo Pasal
55 ayat (1) ke 1
KUHPidana. Dalam







































tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor
31 tahun 2004 tentang
Perikanan tidak mengenal
“Hukuman kurungan pengganti
denda” maka terdakwa yang




tidak sanggup atau tidak
bersedia membayar hukuman
denda, hal ini sejalan dengan
Pasal 73 ayat (3) UNCLOS
tahun 1982 yang telah
diratifikasi kedalam Undang-
Undang Nomor 17 tahun 1985
tentang pengesahan UNCLOS




di ZEEI tidak boleh mencakup





lainnya.”12 Pasal 93 Undang-





































12Putusan Pengadilan Negeri Tanjung






yang digunakan adalah data
sekunder yang di dalamnya
terdapat bahan hukum primer,










pada hari Selasa tanggal 10
September 2019 sekitar
pukul 11.30 WIB Saksi
Surono dan Saksi Subhan
Hafandy dengan
menggunakan KP. HIU 04
melaksanakan operasi di
Perairan Selat Malaka dan
mendeteksi adanya sebuah
kapal pada posisi 03º
13.081’ LU - 100º 33.073’
BT. Selanjutnya KP.HIU 04
Melakukan pengejaran
pukul 11.38 WIB, pada
posisi 03º 13.173’ LU



















Setelah itu pada saat
Saksi Surono dan Saksi
Subhan Hafandy



















muatan kapal oleh Saksi
Surono dan Saksi Subhan
Hafandy beserta awak kapal
HIU. 04 ditemukan barang
bukti berupa: 1 (satu) unit
Kapal KM. PKFB 1524, 2
(dua) unit alat tangkap
jaring Trawl, 1 (satu) unit
GPS JMC V-6810P, 1 (satu)
unit Kompas, ± 600 (enam
ratus) kilogram Ikan
























































Tanjung Pinang Nomor 25/Pid.Sus-





pidana dalam Pasal 85
Jo Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor











1) 1 (satu) unit Kapal
KM. PKFB 1524
2) 2 (dua) unit alat
tangkap jaring Trawl
3) 1 (satu) unit GPS
JMC V-6810P
4) 1 (satu) Unit Radio
Superstar
5) 1 (satu) Unit
Radio Motorola XIRM8260
6) 1 (satu) Unit
Kompas





















Dalam Putusan No.7/Pid.Sus- PRK/2019/PN.Tpg.Bahwa pada hari Selasa tanggal 16April 2019 sekira Pukul
10.00 WIB di Perairan
Laut Natuna, ZEEI
pada posisi 05º29’799”
U - 105º 42’ 288” T,
Terdakwa Dang
90
Bao Quoc yang merupakan
Nahkoda KM. KG 93690
TS, bersama Saksi Nguyen
Thanh Thung yang
merupakan Nahkoda KM.
KG 93689 TS, dan saksi
Danh Hong Tan yang
merupakan Kepala Kamar
Mesin (KKM) KM. KG
93689 TS, dimana KM. KG







ikan pukat hela dasar dua




KKM. KG 93690 TS, lalu





masing radio kapal perihal
kapan alat tangkap jaring




























kurang lebih 6-7 jam,
jaring trawl yang berisi
hasil tangkapan
diangkat keatas kapal
KM. KG 93689 TS,
penurunan jaring trawl
tersebut dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali







keberadaan KM. KG 93690




hari Selasa tanggal 16 April
2019 pukul 16.23 WIB,
pada posisi koordinat 05º
28’ 303” LU - 105º 40’
279” BT, selanjutnya
dilakukan pemeriksaan




saat itu ditemukan alat
tangkap jaring trawl diatas
kapal KM. KG 93690 TS
dan Terdakwa Dang Bao
Quoc selaku Nahkoda KM.





Terdakwa Dang Bao Quoc
bersama saksi-saksi beserta




Bahwa tanpa salah satu
kapal pengoperasian
Kapal KM. KG 93690



















ayat (2) Jo Pasal
27 ayat (2) Undang-




Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Jo
Pasal 55 ayat






tanggal 11 Juli 2019.
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(2) 1 (satu) unit
GPSSamyung
N430
(3) 1 (satu) unit
RadioSea
Eagle 6900
(4) 1 (satu) unit
RadioAny
Tone AT-708



















Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI.15 Indonesia sebagai
negara hukum berarti setiap
warga negaranya harus
tunduk dan patuh pada
peraturan yang telah dibuat
demi terciptanya tujuan
hukum. Tujuan hukum itu










raguan aturan hukum bukan
kepastian terhadap tindakan
























































Pasal 73 ayat (3) UNCLOS
tahun 1982. Jaksa Penuntut
Umum tidak menambahkan




Jaksa Penuntut Umum tidak
memasukan Pasal tersebut
dalam dakwaannya, hal ini
dimungkinkan karena
Hakim hanya melihat bukti-

























alam di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) dan
landas kontinen.
Dalam Pasal 197 ayat














17E. Utrech dan Moch Saleh Djindang,









ayat (3) UNCLOS tahun






















18 Indonesia (3), Op. Cit.









45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan atas
Undang- Undang











Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan,





















sanggup atau tidak bersedia
membayar hukuman denda,
hal ini sejalan dengan Pasal






ZEEI tidak boleh mencakup









Pasal 197 ayat (1) huruf f
bahwa yang menjadi dasar
pemidanaannya yakni Pasal
85 Jo Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang























Pasal 73 ayat (3)
UNCLOS tahun
1982 dan SEMA Nomor 3
tahun 2015. Menurut






dan pulang ke Negara
asal karena tidak ada


















jika ada yang melanggar
maka fungsi hukum pidana
yakni memperbaiki
kerusakan individual dan
sosial yang diakibatkan oleh
tindak pidana (bersifat
fungsional).








73 ayat (3) UNCLOS tahun
















































































































Bersyarat,Bandung : Alumni, 2008, hlm.
53-53, Op.Cit.
21Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang Putusan No. 7/Pid.Sus-
PRK/2019/PN.Tpg.
22Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang Putusan No. 25/Pid.Sus-
PRK/2019/PN.Tpg.
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penjara maka hal itu akan
melanggar ketentuan yang
tercantum dengan Pasal 73
ayat (3) UNCLOS tahun
1982. Namun, menurut



















pada Pasal 102 UU
Perikanan Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan,




bahwa UU Nomor 45
Tahun 2009 Tentang
perubahan atas UU
















hukuman denda, hal ini
























Trawl yang dapat menjaring
berbagai macam biota laut
dan merusak ekosistem
bawah laut. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan




Jika pelaku illegal fishing
hanya dijatuhi pidana denda
dan tidak ada hukuman
kurungan pengganti denda
dan bahkan tidak ada pidana
penjara, maka tidak ada
jaminan untuk Indonesia






negara asal. Hal ini
disebutkan dalam “keadaan
yang meringankan













































Padahal dalam Pasal 76C
ayat (5) UU No. 45 Tahun
2009 menyebutkan bahwa
Benda dan/atau alat yang







dengan isi ketentuan Pasal
tersebut, karena hal tersebut
bisa membantu menyokong
perekonomian nelayan yang






























































































yakni untuk mencegah agar
orang tidak melakukan kejahatan,
maka bukan bertujuan untuk
pemuasan absolut atas
keadilan.24





Pasal 197 ayat (1)








24 A. Djoko Sumaryanto, Op. Cit, hlm.
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Undang-Undang
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